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Doha Round is a new round of negotiation in World Trade Organization that held on 
November 9-14th 2001, at Doha, Qatar. There are 21 subjects of negotiation. The 
deadline for reaching agreement in all subjects was in 2005 and extended in 2006. Even 
it was extended, the agreement still could not be reached. One reason of it was 
unreachable agreements in agriculture, services, and non-agriculture market access 
(NAMA). This article will try to examine the reason for unreachable agreements in 
agriculture, services, and non-agriculture market access (NAMA) based on negotiation 
and rational choice theory. The unreachable agreements in agriculture, services, and 
non-agriculture market access (NAMA) is result of unreachable concession because of 
cost that will be received by developed and developing countries based on issue-linkages 
between agriculture, services, and non-agriculture market access (NAMA). Therefore 
this article will explain correlation between issue-linkages and unreachable agreement 
in agriculture, services, and non-agriculture market access (NAMA). 
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Putaran Doha adalah putaran baru dalam perundingan Organisasi Perdagangan 
Dunia yang dihelat pada 9-14 November 2001 di Doha, Qatar. Ada 21 kesepakatan 
yang harus diselesaikan setelah sebelumnya kesepakatan-kesepakatan tersebut 
tertunda disepakati pada 2005 dan 2006. Salah satu alasan tertundanya kesepakatan-
kesepakatan tersebut adalah tidak adanya kesepakatan untuk perjanjian dalam akses 
pasar agrikultur, jasa, dan non-agrikultur (Agreements in agriculture, service, and 
non-agriculture market access/NAMA) Tulisan ini berusaha untuk mempelajari alasan 
yang melatar belakangi terhambatnya pembentukan kesepakatan untuk NAMA dengan 
dilandaskan pada negosiasi dan teori pilihan rasional. Tidak terjadinya kesepakatan 
dalam NAMA dikarenakan adanya kerugian yang ditanggung tidak hanya oleh negara 
maju namun juga negara berkembang yang didasarkan pada keterikatan isu pada 
NAMA. Oleh karenanya tulisan ini menjelaskan korelasi antara keterikatan isu dan 
tertahannya kesepakatan dalam NAMA. 
  
Kata-Kata Kunci: Putaran Doha, perjanjian, negosiasi, akses pasar non-agrikultur, 
biaya, keuntungan, keterikatan isu. 
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Konferensi Tingkat Menteri Keempat yang berlangsung tanggal 9-14 November 
2001 di Doha, Qatar menghasilkan persetujuan dari anggota World Trade 
Organization  (WTO) untuk mengadakan putaran baru negosiasi WTO yang 
dikenal dengan Doha Round. Doha Round memiliki 21 subjek dalam bentuk 
negosiasi, aksi implementasi, analisis, dan pantauan (WTO 2011b).   
 
Batas waktu terbentuknya kesepakatan dalam seluruh subjek adalah 1 Januari 
2005. Karena tidak mampu memenuhi batas waktu tersebut, batas waktu 
diperpanjang hingga akhir tahun 2006. Walaupun sudah diperpanjang, 
kesepakatan dalam seluruh bidang yang berbasis pada single undertaking1 tetap 
tidak tercapai (WTO 2011b). Inilah yang membuat Doha Round gagal. Secara 
resmi kegagalan Doha Round disampaikan oleh Pascal Lamy yang menjabat 
sebagai Direktorat Jenderal WTO melalui pernyataan berikut:  
 
“Failure of the WTO to deliver on its legislative function, failure of the 
WTO to update the rules governing international trade —last 
updated in 1995— by adapting them to the evolving needs of its 
members, failure of the WTO to harness our growing economic 
interdependence in a cooperative manner, risks a slow, silent 
weakening of the multilateral trading system in the longer term.” 
(WTO  2011b) 
 
Kegagalan Doha Round ini telah mengecewakan banyak pihak. Salah satunya 
disampaikan oleh Menteri Perdagangan China, Chen Deming yang mengatakan,  
 
“This is a tragic failure. China, like other countries, was very 
disappointed. The tragic failure of global trade talks is a serious 
setback of the troubled world economy.” (People’s Daily Online 2008)  
 
Selain itu, kegagalan Doha Round juga dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri 
Brazil melalui pernyataan,  
 
“The failure of the Doha Round talks is simply not an option for the 
G-20, the group that gathers developing countries, which is holding a 
high-level meeting in Rio de Janeiro this weekend” (People’s Daily 
Online 2006) 
 
Salah satu penyebab kegagalan Doha Round adalah karena kesepakatan di 
bidang pertanian, jasa, dan Non-Agriculture Market Access (NAMA) masih 
belum tercapai. Menurut Komisaris Perdagangan Uni Eropa bernama 
Mandelson, negosiasi dalam bidang pertanian, jasa, dan NAMA merupakan kunci 
bagi tercapainya kesepakatan dalam Doha Round. Penyebabnya adalah ketiga 
bidang ini mendorong pertumbuhan ekonomi baik bagi negara maju maupun 
berkembang melalui integrasi ekonomi global berdasarkan perdagangan 
multilateral (European Commission 2011). 
 
Pentingnya bidang pertanian, jasa, dan NAMA dapat dilihat dari ketiga bidang ini 
yang selalu menjadi isu yang dibahas dalam negosiasi mulai tahun 2001 hingga 
tahun 2005. Hal ini terlihat dari adanya perhatian khusus selama negosiasi untuk 
membahas perkembangan kesepakatan pertanian, jasa, dan NAMA yang 
                                                          
1 Single Undertaking merupakan kesepakatan yang harus disetujui oleh setiap negara 
secara tunggal tanpa ada opsi untuk memilih-milih subjek yang diinginkan.  
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tercantum dalam July Framework Agreement2 dan Hong Kong Ministerial 
Declaration.3 
 
Perhatian khusus tersebut terletak pada Annex A yang membahas tentang 
perkembangan kesepakatan negosiasi pertanian, Annex B yang membahas 
tentang perkembangan kesepakatan negosiasi NAMA, dan Annex C yang 
membahas tentang perkembangan kesepakatan negosiasi jasa. Kendatipun telah 
memperoleh perhatian khusus dalam negosiasi, pada kenyataannya kesepakatan 
yang ada pada ketiga bidang tersebut masih belum tercapai hingga batas waktu 
yang telah ditetapkan, yaitu akhir tahun 2006. 
 
Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul pertanyaan yang 
menjadi sentral dalam artikel ini, yaitu mengapa negosiasi pertanian, jasa, dan 
NAMA tidak dapat mencapai kesepakatan sampai batas waktu yang telah 
ditetapkan dalam Doha Round? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kerangka 
pemikiran yang digunakan didasarkan pada negosiasi dan pilihan rasional. 
Howard Raiffa mengelompokkan pihak yang bernegosiasi ke dalam tiga tipe 
(Raiffa 1982). Pertama, strident antagonists. Pihak negosiasi yang termasuk ke 
dalam kelompok ini adalah pihak yang tidak dapat dipercaya melalui 
perkataannya yang meragukan dan berusaha menggunakan seluruh kekuatan 
yang dimiliki untuk mencapai keinginannya. Kedua, fully cooperative partners. 
Pihak negosiasi yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah pihak yang 
memiliki perbedaan nilai, kepentingan, dan opini, tetapi tetap terbuka antara 
satu dengan yang lain didasarkan pada perasaan satu entitas. Ketiga, cooperative 
antagonists. Pihak negosiasi yang termasuk dalam kelompok ini memiliki 
kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kelompok ini sedikit 
tidak percaya dengan pihak lain yang terlibat dalam negosiasi karena fokus pada 
hasil bagi kepentingan diri sendiri. Walaupun fokus pada kepentingan sendiri, 
kelompok ini tetap berusaha untuk mencari kompromi dengan harapan 
kesepakatan akan dihargai ketika dicapai dan setiap pihak akan mengikatkan diri 
pada kesepakatan tersebut. Apabila kesepakatan yang dibutuhkan tidak tercapai, 
negosiasi akan diperpanjang. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Raiffa,  
 
“If you can’t get this much at this time, then break off negotiations 
until nextweek.” (Raiffa 1982) 
 
Perpanjangan waktu negosiasi akibat kesepakatan tidak tercapai inilah yang 
terjadi Doha Round. Negosiasi pertanian, jasa, dan NAMA telah memperoleh 
perpanjangan waktu dari tahun 2005 menjadi tahun 2006 dengan harapan 
kesepakatan dalam tiga bidang ini dapat tercapai. Pada kenyataannya, 
kesepakatan masih belum dapat tercapai sampai batas waktu yang telah 
ditentukan (WTO 2011b). Dari sisi perpanjangan waktu akibat tidak tercapainya 
kesepakatan inilah dapat diketahui bahwa tipe kelompok negosiasi yang ada 
adalah cooperative antagonists. 
 
Selain itu, ciri lain cooperative antagonists dalam negosiasi pertanian, jasa, dan 
NAMA juga dapat dilihat dari setiap pihak yang berusaha fokus kepada 
kepentingan masing-masing dan tidak cukup percaya dengan pihak lain yang 
terlibat (Bigman 2007). Secara umum ada dua kelompok negosiasi yang ada di 
                                                          
2 July Framework Agreement merupakan kesepakatan yang berhasil dicapai oleh pihak 
yang bernegosiasi dalam Doha Round pada tahun 2004. 
3 Hong Kong Ministerial Declaration merupakan kesepakatan formal yang berhasil 
dicapai oleh pihak yang bernegosiasi dalam Doha Round pada tahun 2005. 
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WTO, yaitu negara maju dan negara berkembang. Hal ini disesuaikan dengan 
pernyataan dari tiap anggota untuk mengelompokkan diri ke dalam negara maju 
atau berkembang (WTO 2001a). Negara maju dan negara berkembang fokus 
pada kepentingan masing-masing sehingga sama-sama tidak puas dengan 
konsesi yang ada. Inilah yang menunjukkan ciri cooperative antagonists. 
 
Ketidakpuasan atas konsesi membuat konsesi tidak tercapai (Benton 1974; 
Benton et al 1972; Hamner 1974; Harnet dan Vincelette 1978).  Selain itu, 
ketidakpuasan dalam konsesi menunjukkan bahwa setiap pihak berusaha untuk 
mempertahankan posisi dan pilihan yang ada dalam negosiasi sesuai dengan 
interpretasi masing-masing dan demi kepentingan masing-masing (Carnevale 
dan Pruitt 1992).  
 
Interpretasi masing-masing yang dimaksud adalah konsesi yang diajukan oleh 
pihak lain lebih kecil dibandingkan dengan konsesi yang diajukan oleh diri 
sendiri. Interpretasi ini menjadi semakin penting apalagi dengan mengingat 
bahwa setiap kesepakatan yang dibuat dalam negosiasi merupakan bagian dari 
kesepakatan secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan 
yang lain. Hal inilah yang memunculkan issue-linkages. Akibat adanya anggapan 
lebih kecilnya konsesi yang diajukan oleh pihak lain didasarkan pada pertukaran 
timbal balik yang diasumsikan tidak dapat memfasilitasi perolehan keuntungan 
atas issue-linkages inilah yang membuat konsesi tidak tercapai (Douglas D. 
Heckatorn 2001, 75).    
 
Berdasarkan kerangka pemikiran ditemukan jawaban bahwa negosiasi pertanian, 
jasa, dan NAMA tidak dapat mencapai kesepakatan sampai batas waktu yang 
telah ditetapkan dalam Doha Round karena konsesi tidak tercapai akibat 
keberadaan issue-linkages yang akan membawa kerugian bagi negara maju dan 
negara berkembang. Kerugian ini didasarkan pada keuntungan dan kerugian 
yang akan diterima dari kesepakatan dalam tiap bidang.  
 
Tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama berisi gambaran singkat 
mengenai negosiasi Doha Round yang tidak dapat mencapai kesepakatan sampai 
batas waktu yang telah ditetapkan. Bagian pertama ini juga berisi kerangka 
pemikiran yang akan digunakan dalam analisis artikel ini. Bagian kedua berisi 
pertanian, jasa, dan NAMA bagi negara maju. Bagian ketiga berisi pertanian, jasa, 
dan NAMA bagi negara berkembang. Keempat, kerugian issue-linkages dalam 
negosiasi pertanian, jasa, dan NAMA bagi negara maju dan berkembang. Di 
bagian akhir, tulisan ini mencoba memberikan simpulan atas permasalahan yang 
telah diangkat.    
 
Pertanian, Jasa, dan NAMA bagi Negara Maju 
 
Perekonomian negara maju4 terdiri atas bidang pertanian, jasa, dan NAMA. 
Bidang pertanian berkontribusi terhadap GDP rata-rata negara maju sebesar 
1,86% dan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 3 %. 
Meskipun kontribusi bidang pertanian terhadap GDP dan penyerapan tenaga 
kerja jumlahnya kecil, negara maju tetap lebih untung dibandingkan dengan 
negara berkembang. Penyebabnya adalah nilai ekspor produk pertanian yang 
lebih besar jika dibandingkan dengan nilai impor. Hal ini dapat dilihat pada nilai 
ekspor produk pertanian negara maju sebesar 550 milyar dolar dan nilai impor 
                                                          
4 Negara maju yang dimaksud terbatas pada negara Australia, Jepang, Kanada, Amerika 
Serikat, dan Uni Eropa. 
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sebesar 510 milyar dolar pada tahun 2003. Berbeda dengan negara berkembang 
yang memiliki nilai ekspor produk pertanian sebesar 200 milyar dolar dan nilai 
impor sebesar 210 milyar dolar pada tahun 2003.  
 
Besarnya ekspor produk pertanian negara maju tidak dapat dilepaskan dari peran 
pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi ekspor dan subsidi dalam negeri 
yang besar bagi bidang pertanian. Bahkan jumlah seluruh subsidi pertanian yang 
dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa mencapai 
90 % dari seluruh subsidi pertanian di dunia. Keberadaan subsidi ini membuat 
produk pertanian negara maju melimpah sehingga dapat  diekspor dan dijual 
dengan harga yang lebih murah di pasar internasional. Tidak hanya itu, 
pemerintah juga menerapkan tarif impor atas produk pertanian negara 
berkembang sebesar 300 % sampai dengan 400 % (Hira 2005, 61).  
 
Terkait dengan bidang pertanian, negara maju dalam Doha Round mengajukan 
penawaran untuk penetapan kriteria bagi produk pertanian impor tertentu yang 
dapat dibatasi jumlahnya bagi negara berkembang. Pembatasan jumlah ini  
disebabkan oleh adanya ancaman bagi negara berkembang saat harga di pasar 
jatuh secara tiba-tiba dan untuk mengimbangi banyaknya jumlah produk 
pertanian impor yang masuk melalui Special Safeguard Mechanism (SSM) (Hira 
2005, 66). Kriteria tersebut adalah produk impor dapat dibatasi dengan 
didasarkan pada sifatnya yang merupakan bahan pokok dan penting bagi 
ketahanan pangan negara berkembang. Selain didasarkan pada sifat produk 
pertanian, pembatasan impor juga dapat diterapkan pada produk pertanian yang 
memiliki tarif rendah.    
 
Sedangkan bidang jasa berkontribusi terhadap GDP rata-rata negara maju 
sebesar 71,42 % dan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 
73,6 %. Bidang jasa yang paling penting bagi negara maju terletak pada mode 3, 
yaitu commercial presence5 melalui Foreign Direct Investment6 (FDI) di sektor 
finansial, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan (WTO 2004a). Karena mode 3 
ini penting, penawaran yang diajukan oleh negara maju dalam negosiasi jasa 
pada tahun 2004 adalah agar negara maju mampu menanamkan modalnya di 
negara lain melalui FDI paling tidak sebanyak 51 % terkait dengan jasa mode 3. 
Tidak hanya itu, negara maju juga menginginkan adanya pengurangan atau 
penghapusan economic need tests.7 
 
Lalu bidang NAMA atau yang juga disebut dengan bidang industri berkontribusi 
terhadap GDP rata-rata negara maju sebesar 26,72 % dan dengan tingkat 
penyerapan tenaga kerja sebesar 23,4 %. Tarif rata-rata yang dikenakan bagi 
produk industri impor di negara maju lebih kecil jika dibandingkan dengan 
negara berkembang, yaitu sebesar 5 %. Lebih lanjut lagi, apabila dikaitkan 
dengan kesepakatan yang ada di WTO saat Uruguay Round8, bound tariff negara 
maju seperti Jepang sebesar 3,9, Australia sebesar 11,7 %, dan Uni Eropa sebesar 
4,1 %. Dalam negosiasi NAMA tahun 2004, negara maju mengajukan penawaran 
                                                          
5 Commercial presence (mode 3) merupakan penyediaan jasa oleh supplier dengan 
mendirikan usahanya di negara lain secara legal. 
6 FDI adalah investasi modal dalam jangka panjang dengan mendirikan sebuah 
perusahaan di negara lain. 
7 Economic need tests adalah tes yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan 
bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan tidak ada di dalam negeri sehingga harus 
menggunakan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri. 
8Uruguay Round merupakan negosiasi WTO sebelum Doha Round yang diadakan pada 
tahun 1986-1995. 
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agar tarif impor produk industri dikurangi melalui dua koefisien dengan rincian 
satu untuk negara maju dan satu untuk negara berkembang. Penurunan koefisien 




Pertanian, Jasa, dan NAMA bagi Negara Berkembang 
 
Sama seperti negara maju, perekonomian negara berkembang dilandaskan pada 
GDP juga terdiri atas bidang pertanian, jasa, dan NAMA. Kontribusi bidang 
pertanian terhadap GDP rata-rata negara berkembang10 sebesar 14,64 % dan 
dengan tingkat penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 38 %. Jika dikaitkan 
dengan subsidi ekspor dan dukungan dalam negeri, hanya 13 negara berkembang 
yang memberikan subsidi pertanian bagi penduduk di negaranya, yaitu sebesar 
15 % dari anggaran negara. Sedangkan 96 negara berkembang lain yang menjadi 
anggota WTO tidak mampu memberikan subsidi pertanian bagi penduduk di 
negaranya (Bureau et al 2006). Tidak hanya itu, tarif impor yang ditetapkan oleh 
negara berkembang tidak lebih dari 100 %. 
 
Berbeda dengan negara maju yang menjadikan bidang pertanian sebagai tujuan 
komersial, bagi negara berkembang bidang pertanian bukan sekedar isu, 
melainkan terkait erat dengan pola hidup penduduknya. Pertanian yang 
dilakukan oleh penduduk negara berkembang bertujuan untuk melanjutkan 
tradisi dan memenuhi kebutuhan hidup (Hira 2005, 52). Hal ini terlihat dari 
banyaknya penduduk yang bekerja pada bidang pertanian. Oleh karena itu, 
dalam negosiasi pertanian negara berkembang memiliki penawaran agar subsidi 
ekspor dan dukungan dalam negeri negara maju dikurangi. Selain itu, negara 
berkembang juga menginginkan adanya pengurangan tarif impor produk 
pertanian yang berlaku di negara maju.  
 
Lalu bidang jasa berkontribusi terhadap GDP rata-rata negara berkembang 
sebesar 49,64 % dan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 41,6 %. 
Bidang jasa yang paling penting bagi negara berkembang terletak pada mode 4, 
yaitu movement of natural persons.11 Hal ini terlihat dari sektor teknologi 
informasi yang berkontribusi sebesar 22,2 miliar dolar bagi perekonomian India 
pada tahun 2004 (Neil Gregory, Stanley Nollen, dan Stoyan Tenev 2009, 56) dan 
sektor kesehatan yang berkontribusi terhadap perekonomian Filipina sebesar 8,5 
milyar dolar pada tahun 2004 melalui penyediaan jasa sektor kesehatan dengan 
jumlah 7 milyar tenaga kerja atau kurang lebih 8 % dari total populasi 
(http://www.who.int/social_determinants/resources/gkn_packer_al.pdf, 6 April 
2012). Dilandaskan pada pentingnya mode 4 ini, negara berkembang 
mengajukan penawaran adanya liberalisasi dalam mode 4 dan berkembang 
menginginkan pengurangan atau penghilangan economic need tests. 
 
Bidang NAMA berkontribusi terhadap GDP rata-rata negara berkembang sebesar 
26,72 % dan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 23,4 %. Tarif yang 
                                                          
9 Bound tariff adalah komitmen yang diberikan oleh suatu negara untuk mengikatkan diri 
dengan tidak melebihi batas tarif dan mewujudkan tarif sesuai jadwal yang telah 
ditetapkan dalam kesepakatan. Bound tariff tiap negara berbeda-beda.   
10 Negara berkembang yang dimaksud terdiri atas Indonesia, Pakistan, China, Filipina, 
dan Meksiko. 
11 Movement of natural persons merupakan salah satu model servis yang dilakukan 
dengan cara perpindahan individu atau kelompok orang ke negara lain dengan waktu 
sementara untuk memberikan pelayanan jasa di negara lain. 
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diterapkan oleh negara berkembang bagi produk industri impor lebih tinggi 
daripada negara maju. Tarif rata-rata yang dikenakan bagi produk industri impor 
di negara berkembang sebesar 14 % (Sulivan dan Wandel 2012). Selain itu, bound 
tariff negara berkembang juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. 




Kerugian Issue-Linkages dalam Negosiasi Pertanian, Jasa, dan NAMA 
bagi Negara Maju dan Berkembang 
 
Penawaran yang diajukan baik oleh negara maju maupun negara berkembang 
menunjukkan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Dalam 
bidang pertanian isu SSM, negara maju memiliki tujuan untuk menambah akses 
pasar luar negeri. Jika hal ini terjadi, maka ekspor produk pertanian akan 
meningkat. Setelah terjadi peningkatan ekspor, pendapatan negara pun akan 
meningkat. Hal ini pula yang yang ingin dicapai dalam bidang jasa isu mode 3. 
Hanya saja bedanya terletak pada caranya. Jika dalam bidang pertanian 
keuntungan diperoleh melalui peningkatan ekspor produk pertanian, dalam 
bidang jasa isu mode 3 keuntungan diperoleh melalui peningkatan penanaman 
FDI di negara berkembang. 
 
Sama seperti bidang pertanian isu SSM dan bidang jasa isu mode 3, negara maju 
juga ingin memperoleh keuntungan dalam bidang NAMA melalui pengurangan 
tarif industri negara berkembang. Pengurangan tarif industri negara berkembang 
akan menambah akses pasar luar negeri negara maju sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan. Keinginan negara maju untuk memperoleh 
keuntungan dari bidang ini bahkan sangat jelas terlihat. Hal ini didasarkan pada 
bidang NAMA yang dirancang oleh negara maju untuk dijadikan sebagai sebuah 
isu yang dibahas dalam negosiasi (Wiggerthale 2012).  
 
Di sisi lain, penawaran yang menunjukkan tujuan yang ingin dicapai oleh negara 
berkembang tercermin dalam bidang pertanian isu subsidi ekspor, dukungan 
dalam negeri, dan akses pasar. Tidak hanya itu, tujuan negara berkembang juga 
terdapat pada bidang jasa mode 4.  
 
Dalam bidang pertanian isu subsidi ekspor, negara berkembang memiliki tujuan 
untuk menambah akses pasar dalam negeri. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena 
pertanian bagi negara berkembang bukan hanya sekedar tujuan komersial, tetapi 
menyangkut pola hidup dan tradisi penduduknya. Jika akses pasar dalam negeri 
dapat ditambah, maka penduduk negara berkembang yang bekerja dalam bidang 
pertanian dapat dilindungi. Tidak hanya itu, produk pertanian negara 
berkembang juga dapat dilindungi dari persaingan dengan produk impor. Jika 
akses pasar dalam negeri dapat dikuasai, selanjutnya negara berkembang dapat 
menambah akses pasar luar negerinya melalui ekspor produk pertanian ke 
negara maju.  
 
Selain subsidi ekspor, negara berkembang memiliki tujuan menambah akses 
pasar luar negeri melalui pengurangan dukungan dalam negeri negara maju dan 
penurunan tarif dalam akses pasar bidang pertanian. Hal ini dilakukan untuk 
meningkatkan ekspor produk pertanian ke negara maju sehingga pendapatan 
dapat bertambah. Sama halnya dengan bidang pertanian isu dukungan dalam 
negeri dan akses pasar, negara maju juga ingin menambah akses pasar bagi 
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bidang jasa mode 4. Tujuannya pun sama, untuk meningkatkan pendapatan 
negara berkembang.  
 
Fokus negara maju dan berkembang untuk tetap mempertahankan penawaran 
yang diajukan tercermin dari keinginan masing-masing pihak untuk tidak 
menyetujui penawaran yang diajukan oleh pihak lain sebelum penawaran yang 
dibuat diterima oleh pihak lain terlebih dahulu. Kekakuan kedua pihak dalam 
negosiasi ini semakin diperkuat dengan munculnya kesepakatan tentang 
keseimbangan antara pertanian dan NAMA dalam Hong Kong Ministerial 
Declaration yang menyatakan bahwa hasil kesepakatan perluasan akses pasar 
pertanian dan NAMA penting untuk diperoleh secara seimbang dan proporsional. 
Bertahannya penawaran negara maju untuk memperoleh akses pasar dalam 
bidang NAMA dan negara berkembang untuk memperoleh akses pasar dalam 
bidang pertanian menunjukkan bahwa konsesi tidak tercapai. Baik negara maju 
maupun berkembang menginginkan agar penawarannya diterima, tetapi tidak 
mau memberikan sesuatu yang dimiliki agar dapat ditukarkan dengan tujuan 
yang ingin dicapai. Ketidakinginan negara maju dan berkembang untuk 
memberikan penawaran yang dapat ditukarkan dengan tujuan yang ingin dicapai 
tidak dapat dilepaskan dari keberadaan issue-linkages dalam negosiasi.  
 
Negara maju dan berkembang sama-sama bergantung pada hasil kesepakatan 
pertanian dan NAMA (http://www.globalternative.org/ downloads/GIP23-WTO-
en.pdf, 9 April 2012).  Negara maju tidak akan menerima penawaran negara 
berkembang dalam perluasan akses pasar pertanian sebelum negara berkembang 
menerima penawaran perluasan akses pasar NAMA (Wiggerthale 2012). 
Sebaliknya, negara berkembang tidak akan menerima penawaran yang diajukan 
oleh negara maju untuk memperluas akses pasar NAMA sebelum negara maju 
menerima penawaran perluasan akses pertanian.  
 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pertanian merupakan kekuatan bagi 
negara maju untuk tidak menyetujui kesepakatan sebelum penawaran NAMA-
nya disetujui oleh negara berkembang. Di sisi lain, NAMA menjadi kekuatan bagi 
negara berkembang untuk tidak menyetujui kesepakatan sebelum penawaran 
pertaniannya disetujui oleh negara maju (Wiggerthale 2012). Dari sinilah terlihat 
adanya issue-linkages dalam negosiasi pertanian dan NAMA. Tidak hanya itu, 
jika kesepakatan dalam negosiasi pertanian dan NAMA terwujud, baik negara 
maju maupun berkembang baru akan menerima penawaran yang dibuat oleh 
pihak lain dalam bidang jasa. Hal inilah yang menunjukkan adanya issue-
linkages dalam negosiasi pertanian, jasa, dan NAMA. 
 
Apabila kesepakatan dalam pertanian, jasa, dan NAMA terwujud, keberadaan 
issue-linkages justru membawa kerugian baik bagi negara maju maupun 
berkembang. Hal ini didasarkan pada analisis kerugian yang mau tidak mau 
harus diterima oleh negara maju dan berkembang jika mau menerima penawaran 
dari pihak lain sebagai bentuk penukaran agar tujuannya tercapai. 
 
Memang benar negara maju akan diuntungkan jika tujuannya dalam bidang 
pertanian isu SSM, jasa isu mode 3 dan, NAMA terwujud. Tetapi, negara maju 
juga harus menerima kerugian dari isu lain yang menjadi tujuan bagi negara 
berkembang. Bagi negara maju, kerugian akan diterima dalam bidang pertanian 
dan jasa isu mode 4. Dalam bidang pertanian isu subsidi ekspor, negara maju 
akan dirugikan atas pengurangan keuntungan ekspor. Hal ini tidak menjadi 
masalah karena konsesi sudah tercapai dengan adanya penurunan penawaran 
dari negara maju yang setuju untuk menghapus subsidi ekspor pada tahun 2013.  
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Selain itu, dari isu dukungan dalam negeri, negara maju akan dirugikan atas 
berkurangnya produksi pertanian. Dampaknya tidak hanya pengurangan 
penguasaan akses pasar dalam negeri akibat penurunan produksi pertanian, 
tetapi juga pengurangan ekspor produk pertanian yang akan berlanjut pada 
penurunan keuntungan ekspor.  
 
Dalam bidang jasa isu mode 4, kerugian yang akan diterima oleh negara maju 
adalah berkurangnya peluang kerja bagi penduduk dalam negeri karena 
digantikan oleh penduduk negara berkembang. Penyebabnya adalah penduduk 
negara berkembang memiliki keunggulan kompetitif atas keterampilan dan 
keahlian yang dimiliki, tetapi dengan biaya yang lebih murah jika dibandingkan 
dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar penduduk negara maju. 
Contohnya adalah untuk membayar radiolog dari Amerika Serikat dibutuhkan 
biaya berkisar antara 30 sampai dengan 50 dolar (Pasadilla 2006, 77). Sedangkan 
biaya yang diperlukan untuk membayar radiolog dari Filipina hanya sekitar 5 
sampai dengan 10 dolar. Lalu, kerugian yang lain adalah munculnya masalah 
sosial akibat kedatangan tenaga kerja dari negara berkembang seperti erosi 
budaya dan asimilasi. 
 
Sama halnya dengan negara maju, jika penawaran negara berkembang dalam 
bidang pertanian isu subsidi ekspor, dukungan dalam negeri, dan akses pasar 
diterima, maka negara berkembang juga harus menerima kerugian dalam bidang 
pertanian isu SSM, jasa isu mode 3, dan NAMA. Kerugian yang akan diterima 
oleh negara berkembang dalam bidang pertanian terletak pada isu SSM, yaitu 
pengurangan akses pasar dalam negeri karena peningkatan ekspor negara maju 
pada produk pertanian tertentu yang tidak memperoleh perlakuan SSM.  
 
Lalu dalam bidang jasa isu mode 3, kerugian yang akan diterima oleh negara 
berkembang adalah tidak dapat melindungi perusahaan dalam negeri dari 
persaingan dengan perusahaan asing. Kerugian yang lain adalah munculnya 
gangguan bagi perekonomian negara berkembang. Gangguan ini muncul akibat 
ketergantungan negara berkembang atas investasi dari negara maju sehingga 
kurang dapat mengembangkan perekonomian secara mandiri. Dalam bidang 
NAMA, kerugian yang akan diperoleh negara berkembang adalah pengurangan 
akses pasar dalam negeri dan penurunan pendapatan melalui tarif. Penjelasan 
tentang keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh negara maju dan 
berkembang dalam negosiasi pertanian, jasa, dan NAMA terangkum dalam tabel 
setelah ini. 
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Tabel Keuntungan dan Kerugian Negara Maju dan Berkembang 
dalam Negosiasi Pertanian, Jasa, dan NAMA 
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Didasarkan pada tabel yang ada di atas terlihat bahwa penawaran yang diajukan 
oleh negara maju akan memberikan keuntungan bagi dirinya dan membawa 
kerugian bagi negara berkembang. Sebaliknya, penawaran yang diajukan oleh 
negara berkembang akan menguntungkan negara berkembang dan merugikan 
negara maju. Karena itu, baik negara maju maupun berkembang sama-sama 
enggan menerima penawaran dari pihak lain. Karena merasa sama-sama akan 
                                                          
12 Kepentingan defensif merupakan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara untuk 
melindungi perekonomian di dalam negaranya karena dianggap vital. 
13  Kepentingan ofensif merupakan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara untuk 
memperluas akses pasar luar negeri. 
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dirugikan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertukaran timbal balik dari 





Melalui berbagai analisis data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil 
kesimpulan bahwa tidak tercapainya kesepakatan dalam negosiasi pertanian, 
jasa, dan NAMA disebabkan oleh konsesi yang tidak tercapai. Tidak tercapainya 
konsesi ini terjadi karena negara maju dan berkembang tetap mempertahankan 
penawarannya dan tidak mau menerima penawaran pihak lain sebagai bentuk 
pertukaran jika ingin tujuannya tercapai.  
 
Negara maju tetap mempertahankan penawaran dalam bidang NAMA. 
Sedangkan negara berkembang tetap mempertahankan penawarannya di bidang 
pertanian. Ketidakinginan negara maju dan berkembang untuk menerima 
penawaran dari pihak lain sebagai bentuk pertukaran agar tujuannya tercapai 
didasarkan pada kerugian yang akan diperoleh dengan adanya issue-linkages 
dalam negosiasi pertanian, jasa, dan NAMA. Negara maju akan dirugikan dari 
hasil kesepakatan negosiasi pertanian dan jasa. Di sisi lain, negara berkembang 
akan dirugikan dari hasil kesepakatan negosiasi NAMA dan jasa.  
 
Kesimpulan atas kerugian issue-linkages ini didasarkan pada analisis dalam 
negosiasi tiap bidang. Dalam bidang pertanian ada empat isu yang dibahas. 
Untuk isu subsidi ekspor, negara maju akan dirugikan jika hasil kesepakatan 
disetujui. Kendatipun dirugikan, konsesi telah tercapai karena negara maju 
menyetujui penghapusan seluruh subsidi ekspor pada tahun 2013.  
 
Untuk isu pengurangan dukungan dalam negeri, negara maju juga akan 
dirugikan akibat adanya pengurangan produksi dalam negeri. Untuk isu 
pengurangan akses pasar, negara maju pun akan dirugikan karena akses pasar 
produk pertanian dalam negerinya berkurang. Sedangkan untuk isu SSM, 
kerugian berada pada negara berkembang atas ketidakmampuaannya bersaing 
dengan produk pertanian negara maju. Dengan demikian, secara umum terlihat 
bahwa negara maju yang akan dirugikan jika kesepakatan pertanian terwujud. 
Sebaliknnya, dalam negosiasi NAMA melalui isu pengurangan tarif, negara 
berkembang akan dirugikan karena tidak dapat melindungi industri dalam 
negerinya dari serbuan produk industri impor dan menurunnya pendapatan 
melalui tarif.  
 
Dengan adanya issue-linkages, kesepakatan dalam negosiasi jasa baru terwujud 
jika kesepakatan dalam negosiasi pertanian dan NAMA tercapai terlebih dahulu. 
Karena pada kenyataannya kesepakatan dalam negosiasi pertanian dan NAMA 
belum tercapai, maka kesepakatan dalam negosiasi pun juga belum terwujud. 
Kalaupun terwujud, negara maju dan berkembang sama-sama tetap akan 
dirugikan dari hasil kesepakatan yang ada. Untuk isu mode 3, negara 
berkembang akan dirugikan akibat tidak dapat melindungi perusahaan dalam 
negerinya dari perusahaan asing. Sebaliknya, negara maju akan dirugikan dari 
isu mode 4 akibat berkurangnya lapangan kerja untuk penduduk dalam negeri 
dan munculnya masalah sosial. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa issue-
linkages membawa kerugian baik bagi negara maju maupun berkembang.  
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